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SALINAN

R R R

BUPATI BULUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan

Peraturan Bupatitentang Pengelolaan Aset Desa;

1. Undang-Undang Nom or 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 Tentang Pem bentukan Daerah Tingkat II di
Kalim antan (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nom or 9) Sebagai Undang-Undang
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nom or 72, Tambahan Lem baran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nom or 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem baran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nom or 15 Tahun 2004 tentang
Pem eriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam bahan Lem baran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nom or 7, Tam bahan Lem baran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nom or

2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor

24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pem erintahan Daerah (Lem baran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 58, Tam bahan

Lem baran Republik Indonesia 5679);

Peraturan Pem erintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pem erintah Republik

Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pem erintah Republik Indonesia Nom or 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pem erintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor

5558) sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Pem erintah

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pem erintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lem baran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 88, Tam bahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 53);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nom or )

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pedom an Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 3
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bulungan Nom or 5 Tahun 2016 tentang Pedom an
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Bulungan Tahun 2017 Nom or 3);

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pedom an Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 6).

Peraturan Bupati Bulungan Nom or 18 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET

DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupatiiniyang dimaksudkan dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pem erintah Daerah adalah Pem erintah Daerah
Kabupaten Bulungan.

3. Bupatiadalah Bupati Bulungan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kecam atan adalah bagian w ilayah dari Daerah Kabupaten yang
dipim pin oleh Cam at.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang m em iliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pem erintahan,
kepentingan masyarakat setem pat, berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihorm ati
dalam sistem Pem erintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pem erintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagali
unsur penyelenggara Pem erintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lem baga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterw akilan
wilayah dan ditetapkan secara dem okratis.

Pem erintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setem pat dalam sistem Pem erintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Lem baga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan m itra
Pem erintah desa dalam mem berdayakan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut
RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pem bangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam ) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dim iliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan wusaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak

dan barang tidak bergerak.
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Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pem eliharaan, penghapusan, pem indahtanganan, penatausahaan,
pelaporan, penilaian, pem binaan, pengawasan dan pengendalian Aset
Desa.

Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistem atis untuk
merumuskan berbagairincian kebutuhan barang m ilik desa.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam menggunakan Aset Desa yang sesuaidengan tugas dan fungsi.
Pem anfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa
dan tidak mengubah status kepem ilikan.

Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dan menerima im balan uang tunai.

Pinjam pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pem erintah Desa
dengan Pemerintah Desa lain serta Lem baga Kemasyarakatan Desa di
Desa setem pat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima im balan.
Kerjasama pem anfaatan adalah pem anfaatan Aset Desa oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan
Desa.

Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kem udian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kem bali tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pem bangunannya
diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam

jangka waktu tertentu yang disepakati.
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Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa
dalam bentuk fisik, hukum ,dan adm inistratif.

Pem eliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua Aset Desa
selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan
Pem erintahan Desa.

Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari
buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk
mem bebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa
pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.

Pem indahtanganan adalah pengalihan kepem ilikan Aset Desa.
Tukar-menukar adalah pemindahtanganan kepem ilikan Aset Desa yang
dilakukan antara Pem erintah Desa dengan pihak lain dengan
penggantiannya dalam bentuk barang.

Penjualan adalah pemindahtanganan Aset Desa kepada pihak lain
dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset
Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa
dalam BUMDesa.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan m eliputi
pem bukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa inform asi terkait dengan
keadaan objektif Aset Desa.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan
pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan
metode/teknis tertentu untuk mem peroleh nilai Aset Desa.

Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dim iliki oleh
Pem erintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa
dan/atau untuk kepentingan sosial.

Tanah Kas Desa adalah salah satu Tanah Desa yang merupakan
kekayaan asli desa yang digunakan untuk penyelenggaraan
Pem erintahan Desa, pelaksanaan pem bangunan desa, pem binaan
kem asyarakatan desa, dan pem berdayaan masyarakat desa.
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan,

dan pelaporan hasil pendataan Aset Desa.



40. Kodefikasi adalah pem berian kode barang pada Aset Desa dalam

pengamanan dan kepastian status kepem ilikan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupatiini m eliputi:
a. jenis Aset Desa;
b. pengelolaan Aset Desa;
c. tukar-menukar;
d. pelaporan;
e. pem binaan dan pengawasan;
f. pem biayaan;
g. ketentuan peralihan;
h.ketentuan lain-lain; dan

i. ketentuan penutup.

BAB III

JENIS ASET DESA

rangka

Pasal 3
(1) Jenis aset desa terdiri atas:

a. kekayaan asli desa;

b. kekayaan m ilik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBDesa;

c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau
yang sejenis;

d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan
peraturan undang-undang;

€. hasil kerjasama desa; dan

f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, terdiri
atas:

a. tanah kas desa;

b. pasar desa;

c. pasar hewan;

d. tambatan perahu;



(2)

e. bangunan desa;

f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;

g. pelelangan hasil pertanian;

h. hutan milik desa;

i. sum ber mata air m ilik desa;

j. pem andian umum ; dan

k. lain-lain kekayaan asli desa.
BAB IV

PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan
Pasal 4

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas

a. fungsional;

b. kepastian hukum ;

c. transparansi dan keterbukaan;
d. efisiensi;

e. akuntabilitas; dan

f. kepastian nilai.

Asas Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu
pengam bilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang
pengelolaan aset Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai fungsi,
wewenang, dan tanggung jawabnya.

Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yaitu pengelolaan aset Desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum
dan peraturan perundang-undangan.

Transparansi dan keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset Desa harus transparan
terhadap hak masyarakat dalam mem peroleh inform asi yang benar.
Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu
pengelolaan aset Desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan -
batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pem erintahan secara optim al.
Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu
setiap kegiatan pengelolaan aset Desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



(7)

(1)

(3)

Asas Kepastian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu
pengelolaan aset Desa harus didukung oleh adanya ketepatan jum lah
dan nilai barang dalam rangka optim alisasi pem anfaatan dan
pem indahtanganan aset Desa serta penyusunan Laporan Kekayaan

M ilik Desa.

Bagian Kedua
Pengelola
Pasal 5
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa
berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa yang
selanjutnya disebut pengelola aset desa.
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan

tanggungjawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
b. menetapkan pem bantu pengelola dan Petugas/Pengurus aset desa;
c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan

aset desa;

d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;

e. mengajukan usul pengadaan, pem indahtanganan dan atau
penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah
desa;

f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa
sesuai batas kewenangan; dan

g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau
bangunan.

Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurufe, adalah berupa

a. tanah kas desa;

b. tanah ulayat;

c. pasar desa;

d. pasar hewan;

e. tam batan perahu;

f. bangunan desa;

g . pelelangan ikan;

h. pelelangan hasil pertanian;



i. hutan milik desa;

j. sum ber mata air m ilik desa;
k. pemandian umum ; dan
1. aset lainnya m ilik desa.
(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaan pengelolaan aset

desa kepada Perangkat Desa.

(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

a. Sekretaris Desa selaku pem bantu pengelola aset desa; dan

b. Unsur Perangkat Desa sebagai Petugas/Pengurus aset desa.

(6) Petugas/Pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

hurufb, berasaldari Kepala Urusan.

(7) Dalam halKepala Urusan sebagaimanadimaksud pada ayat (6) tidak ada,

dapat dijabat oleh Perangkat Desa lain dari unsur Sekretariat Desa.

Pasal 6
(1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana
dim aksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan
bertanggungjawab:
a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
b. meneliti rencana kebutuhan pem eliharan aset desa ;
c. mengatur penggunaan, pem anfaatan, penghapusan dan

pem indahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala

Desa;

d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset

desa;dan

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset
desa.
(2) Petugas/Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(5) hurufb, bertugas dan bertanggungjawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang

diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah

kepada Kepala Desa;

c. melakukan inventarisasi aset desa;
d. mengamankan dan mem elihara aset desa yang dikelolanya; dan
e. menyusun dan menyam paikan laporan aset desa.
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(1)

(6)

Bagian Ketiga

Pengelolaan Aset Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah

Desa.

Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status

kepem ilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kem am puan keuangan desa dan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset Desa dilarang wuntuk diserahkan kepada pihak lain sebagai

pem bayaran atas tagihan kepada Pem erintah desa.

Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jam inan untuk

mendapatkan pinjam an.

Aset Desa tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 8

Pengelolaan aset Desa m eliputi:

perencanaan;

pengadaan;

penggunaan;

pem anfaatan;

pengamanan;

pem eliharaan;

penghapusan;

pem indahtanganan;

penatausahaan;

pelaporan;

penilaian;

pem binaan;

pengawasan; dan

Pengendalian.
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Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,

dituangkan dalam RPJM Desa untuk kebutuhan 6 (enam ) tahun.

Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun

dituangkan dalam RKP Desa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah

mem perhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

Paragraf 3

Pengadaan

Pasal 10

Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan

dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskrim inatif dan akuntabel.

Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedom an

pada Peraturan Bupatiyang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa

di Desa.

Pasal 11

Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1)

yang berupa tanah didahuluidengan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya mem bahas:

a. Rencana pengadaan Aset Desa yang berupa tanah; dan
b. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah.
H asil Musyawarah Desa sebagaim ana dim aksud pada ayat (2)

dituangkan dalam Berita Acara.

Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala

Desa menetapkan Panitia Pengadaan Tanah dengan Keputusan Kepala

Desa.

Panitia Pengadaan Tanah sebagaim ana dim aksud pada ayat (4)

berjumlah gasal paling banyak 5 (lima) orang.

Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) terdiri dari:

a. Ketua berasal dari unsur Lem baga Kem asyarakatan Desa dan/atau

Tokoh Masyarakat;
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(7)

b. Sekretaris berasal dari unsur Perangkat Desa; dan

c. Anggota berasal dari unsur Perangkat Desa, Lem baga
Kem asyarakatan Desa,dan/atau Tokoh Masyarakat.

Panitia Pengadaan Tanah sebagaim ana dim aksud pada ayat (4)

bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Tugas Panitia Pengadaan Tanah antara lain:

mengumumkan rencana pengadaan tanah;

menerima penawaran harga dari penjual;

m elaksanakan negosiasi dengan penjual;

mem berikan pertim bangan teknis kepada Kepala Desa tentang tanah
yang akan dibeli;

mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa;

m elakukan penaksiran harga dengan nilai penaksiran sampai dengan Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau meminta kepada Penilai
Pem erintah atau Penilai Publik untuk melakukan penaksiran harga
dengan nilai penaksiran di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah); dan

m elaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa.

Paragraf 4
Penggunaan
Pasal 13

Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c,
ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
Status penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan
Keputusan Kepala Desa.
Aset Desa berupa tanah kas Desa yang dialihfungsikan penggunaannya
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan kesepakatan BPD.
Alih fungsi tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan secara selektif terbatas pada tanah kas Desa yang sudah

tidak produktif dan tanah tadah hujan.
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(1)

Alih fungsi tanah kas Desa yang merubah fungsi peruntukannya dari
tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, sebelum Keputusan
Kepala Desa diterbitkan, disepakati BPD dan mendapat izin tertulis dari
Bupati.

Sebelum mem berikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Bupati mem perhatikan pertim bangan dan kajian dariinstansi terkait.

Paragraf 5
Pem anfaatan
Pasal 14

Pem anfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufd,
dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk
menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Bentuk pem anfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa:
a. sewa;

b. pinjam pakai;

c. kerjasama pem anfaatan; dan
d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
Pem anfaatan Aset Desa sebagaim ana dim aksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 15

Pem anfaatan Aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) hurufa, tidak merubah status kepem ilikan Aset Desa.

Aset Desa yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:
a. tanah desa dan/atau bangunan desa; dan/atau
b. selain tanah desa dan/atau bangunan desa.

Pihak yang dapat menyewa Aset Desa, m eliputi:

a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah;
c. Pem erintah Desa lainnya;

d. Badan Usaha Milik Negara;

e. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

f. swasta;
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(4)

(2)

Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruff, antara lain:

a. perorangan;

b. persekutuan perdata;

c. persekutuan firm a;

d. persekutuan kom anditer;

e. perseroan terbatas;

f. lem baga/organisasiinternasional/asing;
g. yayasan; atau

h. koperasi.

Pasal 16
Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lam a
3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
Jangka waktu sew a sebagaim ana dim aksud pada ayat (1)
pem bayarannya dilakukan tiap tahun melalui mekanisme perjanjian

Ssewa-menyew a.

Pasal 17
Sewa Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 berupa tanah
didahului dengan Musyawarah Desa.
H asil Musyawarah Desa sebagaim ana dim aksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara.
Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa.
Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), sewa Aset Desa dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani
oleh penyewa dan Kepala Desa yang disaksikan paling kurang oleh BPD
dan Perangkat Desa serta diketahuioleh Camat.
Perjanjian sew a sebagaimana dim aksud pada ayat (4) sekurang-

kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek perjanjian sew a;

c. Jjenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pem eliharaan

selama jangka waktu sew a;

e. hak dan kewajiban para pihak;
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f. keadaan diluar kem am puan para pihak (force majeure); dan
g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(6) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan di kertas berm eterai sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan.

(7) Seluruh biaya yang tim bul dalam rangka pem buatan perjanjian sewa

ditanggung penyew a.

Pasal 18
Dikecualikan dari ketentuan sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 17 adalah

untuk Aset Desa yang disewa secara harian.

Pasal 19

(1) Pem bayaran hasil sewa Aset Desa merupakan penerimaan desa dan
seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa.

(2) Pem bayaran hasilsewa dilakukan sesuai dengan perjanjian sewa antara
penyewa dan Pem erintah Desa.

(3) Pem bayaran hasilsewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan dengan cara pem bayaran secara tunai kepada Bendahara
Desa atau menyetorkannya ke Rekening Kas Desa.

(4) Pem bayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat
(3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu
dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari

perjanjian sew a.

Pasal 20
Sewa berakhir apabila:
a. berakhirnya jangka waktu sewa;
b. berlakunya syarat batal sesuaiperjanjian yang telah disepakati; dan/atau

c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
(1) Pem anfaatan Aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pem erintah Desa

dengan Pem erintah Desa lainnya serta Lem baga Kem asyarakatan Desa.
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(4)

(6)

Pinjam pakai Aset Desa sebagaim ana dim aksud pada ayat (1),
dikecualikan wuntuk tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa
kendaraan bermotor.

Jangka waktu pinjam pakai Aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan
dapat diperpanjang.

Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai
yang ditandatanganioleh peminjam pakaidan Kepala Desa.

Pinjam pakai Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pakai
sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) yang sekurang-kurangnya

mem uat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis atau jum lah barang yang dipinjam kan;

c. jangka waktu pinjam pakai;

d. tanggung jawab pem injam atas biaya operasional dan pem eliharaan

selama jangka waktu pem injam an;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan diluar kem am puan para pihak (force majeure); dan
g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Penandatanganan perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan di kertas bermeterai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Seluruh biaya yang tim bul dalam rangka pem buatan perjanjian pinjam

pakaiditanggung peminjam pakai.

Pasal 22

Kerjasama Pem anfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain
dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
b. meningkatkan pendapatan desa.
Kerjasama Pem anfaatan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan
dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa

untuk memenuhi biaya operasional, pem eliharaan, dan/atau

perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;

dan
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(4)

b. pihak lain sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilarang
menjam inkan, menggadaikan Aset Desa, dan/atau
mengalihfungsikan yang menjadi objek kerjasama pem anfaatan;

Pihak lain yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan antara

lain:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

c. Swasta selain perorangan;

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mem iliki kew ajiban,

antara lain:

a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pem bagian keuntungan
hasil kerjasama pem anfaatan melalui Rekening Kas Desa;

b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasam a
pem anfaatan;

c. jangka waktu kerjasama pem anfaatan paling lama 15 (lima belas)
tahun sejak perjanjian ditandatanganidan dapat diperpanjang;

d. membayar cicilan pokok jika ada dan biaya yang timbul atas
pinjam an m itra kerjasama pemanfaatan, dan tidak diperhitungkan
dalam pem bagian keuntungan; dan

e. mem bayar biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasam a
pem anfaatan.

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan

ditetapkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh mitra

kerjasama pem anfaatan dan Kepala Desa, setelah mendapat izin tertulis
dari Bupati.

Surat perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek kerjasama pem anfaatan;
c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. penyelesaian perselisihan;
f. keadaan diluar kem am puan para pihak (force majeure); dan
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
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(7)

(1)

Perjanjian kerjasama pem anfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dituangkan dalam bentuk Akta Notariilyang disahkan oleh Notaris.

Pasal 23

Kerjasama pem anfaatan berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu kerjasama pem anfaatan sebagaimana
tertuang dalam perjanjian kerjasama pem anfaatan;

b. pengakhiran perjanjian kerjasama pem anfaatan secara sepihak oleh
Kepala Desa; dan

c. ketentuan lain sesuaiperaturan perundang-undangan.

Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra kerjasam a

pem anfaatan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-
turu t;
b. tidak membayar pem bagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut sesuaiperjanjian kerjasama pem anfaatan; atau
c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian
kerjasama pem anfaatan.
Pengakhiran perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tidak menghapus kewajiban mitra kerjasam a
pem anfaatan kepada Pem erintah Desa untuk mem bayar
kontribusi/pem bagian keuntungan/kewajiban lainnya sebagaim ana
tertuang dalam perjanjian kerjasama pem anfaatan.
Pengakhiran perjanjian kerjasama pem anfaatan sebagaimana dim aksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa secara tertulis dengan

Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud
pada Pasal 14 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain
dilaksanakan dengan pertim bangan:

a. Pem erintah Desa mem erlukan bangunan dan fa silitas bagi

penyelenggaraan Pem erintahan Desa; dan
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(5)

(6)

(8)

b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan
dan fasilitas tersebut.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menjadi

m itra bangun guna serah atau bangun serah guna antara lain:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

c. Swasta selain perorangan;

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama jangka waktu

pengoperasian m em iliki kew ajiban, antara lain:

a. membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun; dan

b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, besarannya

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh

Pem erintah Daerah.

Pihak lain sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) dilarang menjaminkan,

menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek

bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menanggung

biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan

surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan

surat perjanjian yang sekurang-kurangnya mem uat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek bangun guna serah;

c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;

d. penyelesaiaan perselisihan;

e. keadaan diluar kem am puan para pihak (force majeure);

f. persyaratan lain yang dianggap perlu; dan

g . bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian h asil dari

pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus
dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama
Pem erintah Desa.
Perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana
dim aksud pada ayat (7) dituangkan dalam bentuk Akta Notariil yang

disahkan oleh Notaris.
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(1)

(4)

Mitra bangun guna serah atau bangun serah guna wajib menanggung
biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna
serah atau bangun serah guna termasuk penyusunan perjanjian dan

konsultan pelaksana.

Pasal 25

Dalam melaksanakan bangun serah guna dan bangun guna serah

harus ditangani oleh Tim Bangun Serah Guna dan Bangun Guna

Serah.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa

dengan Keputusan Kepala Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Lem baga

Kem asyarakatan Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat Desa

setem pat.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling

banyak 5 (lima) orang, dengan susunan terdiri dari:

a. Ketua, berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa atau
unsur tokoh masyarakat;

b. Sekretaris, berasal dari unsur Perangkat Desa; dan

c. Anggota, berasal dari unsur Lem baga Kem asyarakatan Desa atau
unsur tokoh masyarakat.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. melakukan musyawarah dengan pihak mitra bangun guna serah
atau bangun serah guna dalam hal perencanaan bangun serah guna
dan bangun guna serah;

c. mem inta bantuan kepada Tim yang dibentuk oleh Pem erintah
Daerah terkait penentuan besaran kontribusi kepada Desa;

d. memberikan saran dan pertim bangan teknis secara tertulis kepada
Kepala Desa sebelum pelaksanaan perjanjian bangun guna serah
atau bangun serah guna; dan

e. melakukan pem antauan dan pengawasan tehadap pelaksanaan
pem bangunan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya pada

saat objek bangun serah guna dan bangun guna serah beroperasi.
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Pasal 26
Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lam a
20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang melalui kerjasam a
pem anfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan
evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh
Pem erintah Daerah.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling
banyak 5 (lima) orang dengan susunan:
a. Ketua, berasal dari unsur Lem baga Kemasyarakatan Desa atau
unsur tokoh masyarakat;
b. Sekretaris, berasal dariunsur Perangkat Desa; dan
c. Anggota, berasal dari unsur Lem baga Kemasyarakatan Desa atau
unsur tokoh masyarakat.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mem iliki integritas
yang dibuktikan dengan menandatangani pakta integritas.
Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
a. melakukan =evaluasi terkait pelaksanaan perjanjian sebelumnya

secara kom prehensif antara lain mengenai:

1. regulasi;
2. besaran harga; dan
3. penggunaan/peruntukan,;
b. mempertim bangkan kerjasama pemanfaatan oleh pihak lain yang

prinsipnya lebih menguntungkan Desa;
c. mem berikan pertim bangan kepada Kepala Desa terkait
perpanjangan pem anfaatan; dan
d. memberikan laporan kepada Kepala Desa terkait hasil sebagaimana
hurufa sampaidengan hurufc.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir masa tugasnya pada
saat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurufd diterim a oleh
Kepala Desa.
Berdasarkan laporan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurufd,
Kepala Desa menentukan pilihan terkait perpanjangan bangun guna
serah atau bangun serah guna melalui kerjasam a pem anfaatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
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(1)

Pasal 27

Dalam pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna, mitra
bangun guna serah atau bangun serah guna dapat melakukan
perubahan dan/atau penambahan hasil bangun guna serah atau
bangun serah guna.

Perubahan dan/atau penambahan hasil bangun guna serah atau
bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.
Perubahan dan/atau penambahan hasil bangun guna serah atau
bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara melakukan perubahan perjanjian bangun guna serah atau
bangun serah guna.

Perubahan perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna

sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tidak melebihi jangka waktu perjanjian; dan

b. menghitung kem bali besaran kontribusi yang ditetapkan

berdasarkan hasil perhitungan Tim sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (4).

Perubahan dan/atau penambahan hasil bangun guna serah atau

bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 28

Bangun guna serah atau bangun serah guna berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah

guna sebagaimana tertuang dalam perjanjian;

b. pengakhiran perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna

secara sepihak oleh Kepala Desa; dan

c. ketentuan lain sesuaiperaturan perundang-undangan.

Berakhirnya jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna

sebagaimana tertuang dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a adalah berakhirnya jangka waktu sebagaimana

kesepakatan antara Kepala Desa dengan m itra bangun guna serah atau

bangun serah guna yang tertuang dalam perjanjian.
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(3)

Pengakhiran perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna
secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra bangun guna serah atau
bangun serah guna tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang
dalam perjanjian dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. terlambat atau tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3
(tiga) kali berturut-turut;

b. dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian belum
mem ulai pem bangunan dan/atau tidak menyelesaikan
pem bangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan
force majeure; atau

c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada
hurufa dan hurufb sebagaimana tertuang dalam perjanjian bangun
guna serah atau bangun serah guna.

Pengakhiran perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala

Desa secara tertulis melalui Keputusan Kepala Desa.

Pengakhiran perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna

secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, tidak menghilangkan kewajiban bagi mitra bangun guna serah

atau bangun serah guna sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

Pasal 29
Pengakhiran perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna
secara sepihak oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (1) hurufb, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Kepala Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra
bangun guna serah atau bangun serah guna;
b. Dalam hal mitra bangun guna serah atau bangun serah guna tidak
melaksanakan teguran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari
kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Kepala Desa

menerbitkan teguran tertulis kedua;
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(3)

(2)

c. Dalam hal mitra bangun guna serah atau bangun serah guna tidak
melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 15 (lima belas)
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Kepala Desa
menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran
terakhir; dan

d. Dalam hal mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 15 (lim a
belas) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Kepala
Desa menerbitkan surat pengakhiran bangun guna serah atau

bangun serah guna.

Mitra bangun guna serah atau bangun serah guna wajib menyerahkan
objek bangun guna serah atau bangun serah guna kepada Kepala Desa
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerim a
Keputusan Kepala Desa terkait pengakhiran perjanjian bangun guna
serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufd.
Waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan untuk mengaudit kondisi objek bangun guna serah atau

bangun serah guna.

Pasal 30
Audit atas objek bangun guna serah atau bangun serah guna yang
berakhir sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang
diserahkan oleh mitra bangun guna serah atau bangun serah guna
dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjum lah ganjil
paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan:
a. Ketua, berasal dari unsur Lem baga Kemasyarakatan Desa atau
unsur tokoh masyarakat;
b. Sekretaris, berasal dari unsur Perangkat Desa; dan
c. Anggota, berasal dari unsur Lem baga Kemasyarakatan Desa atau
unsur tokoh masyarakat.
Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mem eriksa
kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil bangun guna serah atau
bangun serah guna antara yang akan diserahkan dengan perjanjian

bangun guna serah atau bangun serah guna.
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(4)

(7)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil audit

kepada Kepala Desa dengan tem busan kepada mitra bangun guna

serah atau bangun serah guna.

Kepala Desa berdasarkan laporan hasil audit sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) melakukan klarifikasi kepada m itra bangun guna serah

atau bangun serah guna yang hasil klarifikasinya dituangkan dalam

Berita Acara klarifikasi.

Mitra bangun guna serah atau bangun serah guna menindaklanjuti

seluruh hasil audit yang disam paikan oleh Tim dan melaporkannya

kepada Kepala Desa.

Serah terima objek bangun guna serah atau bangun serah guna

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilaksanakan

paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal

Berita Acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh

m itra bangun guna serah atau bangun serah guna setelah

dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mitra

bangun guna serah atau bangun serah guna tetap berkewajiban

menindaklanjuti hasil audit.

Pengakhiran perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna

secara sepihak oleh Kepala Desa tidak menghilangkan kewajiban mitra

bangun guna serah atau bangun serah guna untuk memenuhi

kew ajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian bangun guna

serah atau bangun serah guna sampai batas pengakhiran perjanjian

bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 31

Pem anfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau

bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24

dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 32
Hasil pem anfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 22
dan Pasal 24 merupakan pendapatan desa dan wajib disetorkan
seluruhnya ke Rekening Kas Desa dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24

(dua puluh em pat) jam setelah dana diterim a oleh Bendahara Desa.
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(3)

Aset Desa yang menjadi objek pem anfaatan dilarang dijaminkan atau
digadaikan.
Pem anfaatan Aset Desa antar Pemerintah Desa berpedoman pada

ketentuan yang mengatur kerjasama antar desa.

Paragraf 6
Pengamanan
Pasal 33

Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e,

w ajib dilakukan oleh Pem erintah Desa.

Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. adm inistrasi antara lain pem bukuan, inventarisasi, pelaporan dan
penyim panan dokumen kepem ilikan;

b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang,
penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan
cara pemagaran, pemasangan tanda batas dan pemasangan papan
status kepem ilikan;

d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilakukan dengan cara penyim panan dan pem eliharaan; dan

e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status
kepem ilikan.

Penyim panan dokumen kepem ilikan Aset Desa berupa BPKB, setifikat

tanah desa dan surat berharga lainnya disim pan dalam brankas atau

safe deposite box pada perbankan umum yang ditunjuk sebagai
penyim pan Rekening Kas Desa.

Biaya Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan pada APBDesa.

Dalam hal pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pem erintah Desa dapat berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan

instansi terkait.

Pasal 34
Pengamanan hukum Aset Desa yang berupa kendaraan dinas dan/atau

operasional dilakukan, antara lain:
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(2)

(1)

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepem ilikan kendaraan

berm otor, seperti bukti pem ilik kendaraan bermotor (BPKB) dan
surat tanda nomor kendaraan (STNK), termasuk pem bayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB); dan

b. melakukan tahapan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada

pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan

dinas dan/atau operasional.

Tahapan Tuntutan Ganti Rugi atas kehilangan kendaraan dinas

dan/atau operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

yaitu:

a. Pemerintah Desa atau BPD melaporkan kehilangan kendaraan dinas

dan/atau operasional kepada Aparat Pengawas Internal Daerah

melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan tanda lapor

kehilangan dari Kepolisian;

b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka

Aparat Pengawas Internal Daerah melakukan pemeriksaan untuk

mencari pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan

kendaraan dinas dan/atau operasional; dan

c. berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Daerah

pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan

dinas dan/atau operasional tersebut mengganti kendaraan dinas

dan/atau operasional sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan

oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.

Paragraf 7

Pem eliharaan

Pasal 35

Pem eliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f,

w ajib dilakukan oleh Pem erintah Desa.

Pem eliharaan Aset Desa sebagaimana dimakud pada ayat (1) bertujuan

untuk menjaga kondisi dan mem perbaiki sem ua Aset Desa agar selalu

dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya

guna dan berhasil guna.

Biaya pem eliharaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Dalam hal Aset Desa dilakukan pem anfaatan dengan pihak lain, biaya

pem eliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari m itra

pem anfaatan Aset Desa.
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(1)

(2)

Paragraf 8
Penghapusan
Pasal 36
Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g
merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku
data inventaris desa.
Penghapusan Aset Desa sebagaim ana dim aksud pada ayat (1)

dilakukan dalam hal Aset Desa, antara lain:

a. beralih kepem ilikan;

b. dilaksanakan pemusnahan; atau

c. sebab lain.

Penghapusan Aset Desa yang beralih kepem ilikan sebagaim ana

dim aksud pada ayat (2) hurufa, antara lain m elipu ti:

a. pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain; dan

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang
berakibat Desa kehilangan hak atas Aset Desa sebagaim ana
dim aksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pem usnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

dengan ketentuan:

a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak
m em iliki nilai ekonom is, antara lain meja, kursi, kom puter;

b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan
keputusan Kepala Desa tentang Pem usnahan Aset Desa.

Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana

dim aksud pada ayat (2) hurufc, antara lain m elipu ti:

a. hilang;

b. kecurian;

c. terbakar;

d. bencana alam; dan
e. kerusuhan.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
dibuat Berita Acara hasil Musyawarah Desa terkait penghapusan Aset

Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
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(1)

(2)

(4)

Pasal 37
Penghapusan Aset Desa bersifat strategis yang berupa tanah terlebih
dahulu dibuatkan Berita Acara hasil Musyawarah Desa yang
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah
mendapat persetujuan Bupati.
Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan

setelah mendapatkan pertim bangan dan kajian dari Cam at.

Pasal 38
Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak kebijakan
Pem erintah, seperti Pem bangunan Waduk, uang penggantinya
diserahkan kepada Pem erintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
Aset m ilik desa-desa yang digabung sebagai dam pak kebijakan
Pem erintah, uang penggantinya menjadi m ilik Desa.
Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk
pem bangunan sarana prasarana Desa.
Aset milik Desa yang desanya dihapus dan/atau digabung dalam
rangka penataan Desa, Aset Desa yang Desanya dihapus menjadi m ilik

Desa yang digabung.

Paragraf 9
Pem indahtanganan
Pasal 39
Bentuk pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 hurufh, meliputi:

a. tukar-menukar;
c. penjualan; dan
d. penyertaan modal Pem erintah Desa.

Pem indahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan
tukar-menukar dan penyertaan modal.

Pem indahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan Musyawarah Desa.

H asil Musyawarah Desa sebagaim ana dim aksud pada ayat (3),
dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
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(2)

(1)

Pasal 40

Tukar-menukar Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat

(1) hurufa yang berupa tanah, dapat dilakukan dengan pihak:

a Pem erintah Pusat;

b. Pemerintah Provinsi;

c. Pem erintah Daerah;

e. Badan Usaha M ilik Negara/Daerah atau badan hukum m ilik
Pem erintah lainnya;

f. Pem erintah Desa lainnya; atau

g. Swasta.

Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g baik yang

berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 41

Aset Desa selain tanah dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39 ayat (1) hurufb, apabila:

Aset Desa tidak m em iliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonom is
dalam mendukung penyelenggaraan Pem erintahan Desa;

Aset Desa berupa tanaman tum buhan dan ternak yang dikelola oleh
Pem erintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi,
kam bing;

penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat
dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;

penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ antara
lain meja, kursi, kom puter, m esin tik serta tanaman tum buhan dan
ternak;

penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c
antara lain kendaraan berm otor, peralatan m esin;

penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan
bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
tentang Penjualan;

uang hasil penjualan sebagaim ana dim aksud huruf d dan e
dim asukkan dalam Rekening Kas Desa sebagai pendapatan asli

desa;

Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan oleh pem bantu pengelola Aset Desa.
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Pasal 42
Penyertaan modal Pem erintah Desa atas Aset Desa sebagaimana
dim aksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka
pendirian, pengem bangan, dan peningkatan kinerja BUMDesa.
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah

dan/atau bangunan Desa.

Paragraf 10
Penatausahaan
Pasal 43

Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur
dalam Pasal 13 harus diinventarisir dalam buku inventaris Aset Desa
dan diberi kodefikasi.
Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedom an
umum mengenai kodefikasi Aset Desa sesuai peraturan perundang -

undangan yang berlaku.

Paragraf 11
Penilaian

Pasal 44

Pem erintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan

penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Pasal 45

Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam
rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau
bangunan dilakukan oleh Penilai Pem erintah atau Penilai Publik.
Penilai Pem erintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, term asuk
atas hasil penilaiannya secara independen.

Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai
selain Penilai Pem erintah yang mem punyai izin praktik Penilaian dan

menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakuioleh Pem erintah.
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(4) Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diperoleh dari
hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

BAB V
TUKAR-MENUKAR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46
Pem indahtanganan Aset Desa berupa tanah m elalui tukar-menukar

sebagaimana dim aksud dalam Pasal 39 ayat (1) hurufa dengan ketentuan:

b.

(2)

untuk kepentingan umum ;
bukan untuk kepentingan umum ; dan
tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk

kepentingan umum .

Bagian Kedua
Untuk Kepentingan Umum
Pasal 47

Tukar-menukar Aset Desa berupa tanah untuk kepentingan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tukar-menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan:

a. tukar-menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti
rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan
nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah
penggantiterlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;

c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b
harus digunakan untuk mem beli tanah pengganti yang senilai;

d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan

berlokasi di Desa setem pat; dan
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(1)

e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setem pat
sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat
berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecam atan lain

yang berbatasan langsung.

Pasal 48

Tukar-menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil
Musyawarah Desa tentang tukar-menukar tanah m ilik Desa dengan
calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setem pat;

b. Kepala Desa menyam paikan permohonan izin kepada Bupati, untuk
selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur;

Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setem pat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e dilakukan dengan

tahapan:

a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk
mendapatkan kebenaran materiil dan form il yang dituangkan dalam
Berita Acara;

b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dim aksud
pada huruf a disam paikan kepada Gubernur sebagai bahan
pertim bangan pem berian persetujuan; dan

c. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar-menukar

tanah m ilik desa, setelah ada persetujuan dari Gubernur.

Pasal 49

Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)
huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih lebih
atau uang ganti rugi yang diterim a relatif kecil, dapat digunakan selain
untuk pengadaan tanah.
Besaran dan penggunaan selisih lebih atau uang ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. selisih lebih atau uang ganti rugi sampai dengan Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dapat digunakan untuk belanja modal pada

bidang penyelenggaraan Pem erintahan Desa;
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b. selisih lebih atau uang ganti rugi lebih dari Rp.50.000.000,00 (lim a
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dapat digunakan untuk kegiatan dalam bidang pelaksanaan
pem bangunan desa.

(3) Selisih lebih atau uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dim asukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam

APBDesa.

Bagian Ketiga
Bukan Untuk Kepentingan Umum
Pasal 50

(1) Tukar-menukar tanah milik desa bukan untuk kepentingan umum
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 46 hurufb hanya dapat dilakukan
apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis
dengan tetap mem perhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang
wilayah (RTRW).

(2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana
dim aksud pada ayat (1) seperti pengem bangan kawasan industri dan
perum ahan yang dilaksanakan oleh Kem enterian terkait.

(3) Tukar-menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. tukar-menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti
rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan
nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang disediakan oleh

Pem erintah;

b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setem pat;
c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setem pat
sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat

berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecam atan lain

yang berbatasan langsung.

Pasal 51
Tukar-menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (1) dilaksanakan sesuaidengan ketentuan
a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik

desa;
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(2)

(3)

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah
mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;

Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b,
terlebih dahulu mem bentuk Tim Kajian Kabupaten;

Tim Kajian Kabupaten sebagaim ana dim aksud pada huruf c
keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan
mengikutsertakan tenaga penilai;

Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada hurufe melakukan
pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa,
dan tidak merugikan aset desa; dan

H asil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f disam paikan kepada

Gubernur untuk permohonan ijin.

Bagian Keempat
Tanah Kas Desa Selain untuk Kepentingan Umum
dan Bukan untuk Kepentingan Umum
Pasal 52

Tanah milik Desa berada di luar Desa atau tanah m ilik desa tidak satu
ham paran yang terhim pit oleh ham paran tanah pihak lain dan/atau
tanah milik desa yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat
dilakukan tukar-menukar ke lokasi desa setem pat.
Tukar-menukar tanah m ilik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih
berdaya guna dan berhasil guna.
Tukar-menukar tanah m ilik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. tukar-menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan

tanah penggantinya dan mem perhatikan nilai wajar;
b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar-menukar Tanah

m ilik desa; dan
c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan

setelah mendapat izin dari Bupati.
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Pasal 53

(1) Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,
Pasal 50, dan Pasal 52 dihapus dari daftar inventaris Aset Desa dan
penggantinya dicatat dalam daftar inventaris Aset Desa.

(2) Penyerahan tanah milik Desa dan tanah pengganti dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terim a.

(3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatanganioleh mitra tukar-menukar dan Kepala Desa.

Pasal 54
Pem biayaan adm inistrasi proses tukar-menukar sam pai dengan

penyelesaiaan sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 52 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 55
Petugas/pengurus Aset Desa harus menyusun laporan Aset Desa
Sem esteran dan laporan Aset Desa Tahunan untuk disam paikan
kepada Kepala Desa.
Kepala Desa harus menyusun laporan Aset Desa Semesteran dan
laporan Aset Desa Tahunan, sebagai bahan penyusunan laporan Aset
Desa dan/atau laporan kekayaan m ilik Desa.
Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56
Bupatimelakukan pem binaan dan pengawasan pengelolaan Aset Desa.
pem binaan dan Pengawasan pengelolaan Aset Desa dilaksanakan
melalui kegiatan:
a. Pengendalian yang pelaksanaannya diserahkan kepada Camat dan

bersifat pem binaan; dan

b. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal

Pem erintah (APIP)yang berwenang.
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(3) Dalam melakukan pem binaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Bupati dapat melim pahkan kepada Camat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 57
Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan Aset Desa,

pem biayaannya dibebankan pada APBDesa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 58

(1) Kekayaan m ilik Pem erintah dan Pem erintah Daerah berskala lokal Desa
yang ada di Desa dapat dihibahkan kepem ilikannya kepada Desa.

(2) Aset Desa yang telah diam bil alih oleh Pem erintah Daerah dikem balikan
kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum .

(3) Kekayaan m ilik Pem erintah Desa dan Pem erintah Daerah berskala lokal
Desa yang dihibahkan kepada Desa serta Aset Desa yang dikem balikan
kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Fasilitas umum sebagai akibat pengkavelingan lahan yang merupakan
lingkungan permukiman masyarakat Desa dan berskala lokal Desa,
dapat dikelola oleh Desa setelah fasilitas umum tersebut menjadi
kewenangan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 59
Format Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa,
Form at Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset
Desa, dan Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2), Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 43 ayat (1) tercantum dalam
Lam piran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60
Pengelolaan Aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan
pem indahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses
sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupatiini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Peraturan Bupatiini mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mem erintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penem patannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Desem ber 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 6 Desem ber 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOTAM L. SALLATA, SH.,.M M
Pem bina Tk.I/IV b

NIP. 19630506 199203 1 009
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Form at Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa, Form at
Berita Acara, Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa,
dan Format Buku Inventaris Aset Desa

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA ....iiiiiiininnnnnnns
NOMOR .. .. TAHUN .........
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA

Menim bang : a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam

rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan

Desa ...ooiiiiiiiiiiii i ;
b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana
dim aksud dalam huruf a perlu menetapkan

Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan

Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalim antan (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nom or 9) Sebagai Undang-Undang
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nom or 72, Tambahan Lem baran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nom or 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem baran

Negara Republik Indonesia Nom or 4286);

3. Undang-Undang Nom or 15 Tahun 2004 tentang
Pem eriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam bahan Lem baran

Negara Republik Indonesia Nom or 4400);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam bahan Lem baran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang Nom or
2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor
24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 58, Tam bahan
Lem baran Republik Indonesia 5679);

Peraturan Pem erintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pem erintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pem erintah Republik Indonesia Nom or 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pem erintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Pem erintah
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pem erintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 88, Tam bahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nom or );

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedom an
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bulungan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan

Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedom an
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan

Tahun 2017 Nomor 6).
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIG A

KEEMPAT

12.

13.

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 18 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 20);

Peraturan Bupati Bulungan Nom or .... Tahun 2018
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten

Bulungan Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN

Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa,
APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan
dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pem erintahan

Desa ....ooovvniiinnn... sebagaim ana terlam pir;

Lam piran sebagaimana pada diktum Kesatu merupakan

bahan wuntuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset

Desa;
Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung
penyelenggaraan Pem erintahan Desa dapat

didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan

desa;

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal ... ... ... ... ... ..

KEPALA DESA ...... ciiiiiinnnn.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ........ (Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

Asalusul Barang
Jenis Kode
No. Kekayaan Perolehan Lain Ket.
Barang Barang APBDesa
Asli Desa Yg Sah
1 2 S 4 5 6 7
(Nama Desa) ....... , tanggal ...............

KEPALA DESA ... i iiiiitiiiineennns

Catatan

Form at dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sum ber

perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/ Kekayaan Asli Desa:
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;
Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber

perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani

oleh Kepala Desa.
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B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

B ERTITA A C A RA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA ...t iiiiiiiiiiintnenennnnns )

NOMOR

Pada hari ini .......... .. Tanggal .. .......ooooiiiiiia kami yang tertanda
tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan
/ penelitian atas aset Desa berupa .....covviiiiiiiiiinienin..

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua /
sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat
dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pem erintahan Desa,
sedangkan manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang
pelaksanaan penyelenggaraan Pem erintah Desa tidak seimbang dengan
biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut
diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan
Buku Inventaris Desa.

Dem ikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan
disam paikan kepada Kepala Desa .......ooooiiiiiiiiii untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

.................... s tanggal ..............oL

SEKRETARIS DESA,
Yang Bertandatangan dibawah ini:

Selaku Pem bantu

Pengelola Aset Desa Pengelola/Pengurus Aset Desa,
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C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa

Menim bang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... iiiiiiiiiiennnns

NOMOR .. .. TAHUN .........

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA . it iiiiiitiittntenennnans s

.bahwa barang m ilik Pem erintah Desa yang rusak berat

dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan Pem erintahan Desa,
perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa

Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa

.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana
dim aksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Inventaris

M ilik Desa;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 Tentang Pem bentukan Daerah Tingkat I1 di
Kalim antan (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nom or 72, Tam bahan Lem baran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tam bahan Lem baran Negara Republik

Indonesia Nom or 5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 5587)
sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pem erintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 24 tambahan Lem baran Negara Nomor 5657),
dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tam bahan Lem baran Republik Indonesia 5679);

45



10.

Peraturan Pem erintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or
5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pem erintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pem erintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pem erintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or
5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pem erintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nom or 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor

5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nom or 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor )s

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 35)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bulungan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedom an Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nom or
6);

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 18 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita

Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 20);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

1. Peraturan Bupati Bulungan Nomor .... Tahun 2018
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten

Bulungan Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN

Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun
dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa ... .. ... yang
beralih kepem ilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian,
terbakar m ilik Pem erintah Desa.. .. ... ... ... ... sebagaimana

tercantum dalam Daftar Lam piran Keputusan ini.;

Penghapusan barang m ilik Pem erintah Desa sebagaimana
dim aksud diktum Kesatu karena rusak berat dan tidak
efesien lagi penggunaannya untuk kepentingan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal ... ... ... ... .. ..

KEPALA DESA ... iiiiiiiiinnnnnns
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TENTANG PENGHAPUSAN ASET

TAHUN

INVENTARIS MILIK DES

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

A

Catatan

Petugas/Pengurus Barang M ilik Desa

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom
Kolom
Kolom

Kolom

Kolom

Kolom

Kolom

Kolom

—_

A W N

D iisi dengan nom or urut;

D iisi dengan jenis

barang;

D iisi dengan banyaknya jumlah barang;

D iisi

dengan asal

Asli Desa;

D iisi dengan asalusul barang berdasarkan APBDesa;

D iisi

dengan asal-

lain yang sah;

usul

usul

barang berdasa

barang berdasa

Tahun Perolehan/ Pem belian;

Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

kanan

bawah

diisi dengan

Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;

kiri bawah dketahuioleh Kepala Desa.

tanggal

pencatatan dan

Banyak Tahun
Jenis Asalusul Barang
N o nya Perolehan
Barang Ket.
Barang Kekayaan APB Perolehan /
Asli Desa Desa Lain Yg Sah Pem belian
1 2 3 4 5 6 7 8
........................ s tanggal ..................

rkan Kekayaan

rkan perolehan

tandatangan
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D. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA ... iiiiiitiitintnneeneeannnnes

TAHUN ......coiiivvnnnn.
Kode LokasiDesa @ ........oooviiiiiiiiin..
AsalUsul Barang
Iden tita Tanggal
Jenis Kode APBDesa Perolehan Aset/
N o s Perolehan/ Ket.
Barang Barang Lain Yg Kekayaan
Barang Pem belian
Sah Asli Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
4.
S.
MENGETAHUTI : Desa .....ccovvvnnn. s tanggal
SEKRETARIS DESA
Selaku Pem bantu Pengelola Barang M ilik PETUGAS/PENGURUS
Desa BARANG MILIK DESA

(e ) (e )

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecam atan;
Kolom Diisi dengan nomor urut;
Kolom Diisi dengan jenis barang;
Kolom Diisi dengan nomor kode barang;
Kolom iisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;

iisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;
Kolom iisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah;
Kolom iisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/ Kekayaan Asli Desa;

Kolom

1
2
3
4

Kolom 5
6
7
8 iisi dengan tanggal perolehan/pem belian barang;
9

D
D
D
D
D
D

Kolom iisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :
- kanan bawah diisi dengan tanggalpencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus
Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang M ilik
Desa.
Ditetapkan di Tanjung Selor

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 6 Desem ber 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUPATI BULUNGAN,

ttd

JOTAM L. SALLATA, SH..M M SUDJATI
Pem bina Tk.I/IV b

NIP. 19630506 199203 1 009

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 6 Desem ber 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 44
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